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WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAEARAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2021 -2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan  Kabupaten  Nunukan, Kabupaten
Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai
Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana



Menetapkan

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3962);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 03 Tahun 2021

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Tahun 2021-2026;

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN
2021-2026

BAB1I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kota Bontang.



10.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai
Unsur Penyelanggara Pemerintah Daerah yang
Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang

Menjadi Kewenangan Daerah Otonom;

Wali Kota adalah Wali Kota Bontang;

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah Kota Bontang.

Urusan  Pemerintah  Wajib adalah  Urusan
Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua
Daerah;

Urusan Pemerintahan Pillhan adalah Urusan
Pemerintahan Wajib yang diselenggarakan oleh

Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah;

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Deaerah Kota
Bontang yang selanjutnya disebut RPJPD adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk
periode selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak
2005 sampai dengan tahun 2025;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Bontang yang selanjutnya disebut RPJMD
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode
5 (lima) tahun terhitung sejak 2021sampai dengan
tahun 2026;

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah selama 5
(lima) tahun terhitung sejak 2021sampai dengan
tahun 2026;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun;
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12.

13.

14.

15.

16.

17,

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun;

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program
yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan
penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas

yang terukur;

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang
berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah  atau  masyarakat, yang
dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk

mencapai sasaran dan tujuan Pembangunan Daerah;

Kegiatan adalah bagian dari Program yang
dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada
Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu program dan terdiri
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik
yang berupa personil (sumber daya manusia), barang
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber
daya tersebut sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk

barang/jasa;

Sasaran (terget) adalah hasil yang diharapkan dari
suatu program atau keluaran yang diharapkan dari

suatu kegiatan,;

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang
mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-

kegiatan dalam satu program,

Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang
dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program
dan kebijakan;



(1)

(2)

(1)

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode S tahun terhitung mulai tahun

2021 dan berakhir pada tahun 2026.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mendasarkan pada RPJMD Tahun 2021-
2026.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 3
Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman penyusuan
Renja Perangkat Daerah dan Bahan penyusunan rancangan
RKPD.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH
Pasal 4
Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun sebagai

berikut:

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT
DAERAH;

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH;

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN;

BAB VII : PENUTUP.

Penjabaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
sebagimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Wali Kota ini.



BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan melaksanakan pengendalian dan
evaluasiterhadap penyusunan kebijakan Renstra Perangkat
Daerah mulai dari tahap penyusunan awal sampai

denganrancangan akhir.

BAB V
PERUBAHAN RENSTRA
Pasal 6

(1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan
apabila:

a. terdapat perubahan atas Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Bontang Tahun 2021-2026;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa
proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata
cara penyusunan rencana pembangunan daerah
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan;

c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa
substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

d. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain
terjadinya bencana alam, goncangan politik, Kkrisis
ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan,
pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional,

e. merugikan  kepentingan nasional, yaitu apabila
bertentangan dengan kebijakan nasional; dan/atau

f. dilakukan perubahan RPJMD.

(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan Renstra Perangkat
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ¢
tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku Renstra
Perangkat Daerah kurang dari 3 (tiga) tahun.



BAB YV
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Diundangkan di Bontang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

Ir Aji Erlynawati, MT

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN

2021

No Nama Jabatan Tanggal Paraf

1| Hj. Najirah, SE Wakil Walikota

2 | Ir. Hj. Aji Erlynawati, MT Sekretaris Daerah

3 | Ir. Zulkifii, MT. Asisten Il )

nl -~

4 | Ir Amiruddin MP Kepala Bapelitbang

5 g;l;wg?ohs Edy Prdbowd, Sekretaris Bapelitbang "

6 | Syahruddin, SE.MA. M, Eng . Kabid P3EP

7. | Hasman,SE Kasubbid PP

’/W

LA

Ditetapkan di Bontang
Pada Tanggal 2021
WALI KOTA BONTANG

Basri Rase



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR .00 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2021-2026

RENCANA STRATEGI (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH KOTA BONTANG

s TAHUN 2021-2026

1 | Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2 | Rencana Strategis Dinas Kesehatan

3 | Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang

4 | Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

5 | Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

6 | Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah

7 | Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

8 | Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja

9 | Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

10 | Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup

11 | Rencana Strategis Dinas Kependukan dan Pencatatan Sipil

12 | Rencana Strategis Dinas Perhubungan

13 | Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

14 | Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
15 | Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16 | Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

17 | Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

18 | Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

19 | Rencana Strategis Sekretariat Daerah

20 | Rencana Strategis Sekretariat DPRD

21 | Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

22 | Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

23 | Rencana Strategis Inspektorat Daerah

24 | Rencana Strategis Kecamatan Bontang Barat

25 | Rencana Strategis Kecamatan Bontang Utara

26 | Rencana Strategis Kecamatan Bontang Selatan

27 | Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja




NO

RENCANA STRATEGI (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH KOTA BONTANG
TAHUN 2021-2026

28 | Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian

29 | Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah

30 | Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

No Nama Jabatan Tanggal Paraf
1| Hj. Najirah, SE Wakil Walikota
2 | I, Hj. Aji Erlynawati, MT Sekretaris Daerah
—
3| Ir. Zulkifii, MT. Asisten II ( \
4 | Ir Amiruddin MP Kepala Bapelitbang \
5 hsﬁ.:.ﬂ;w%:m“s EyiFaneny Sekretaris Bapelitbang .
6 | Syahruddin, SE.MA. M, Eng . Kabid P3EP / ﬂ%\
7. | Hasman,SE Kasubbid PP e [
ri

A~

WALI KOTA BONTANG,

Basri Rase




